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P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ars

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARSO 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang

dilangsungkan  di  Balai  Desa  Wonorejo  Kecamatan  Mannem  Kabupaten

Keerom telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK - tempat dan tanggal lahir Arso, 15 November 1995,

umur 28 tahun,  agama Islam, pendidikan terakhir  S1 Ilmu

Hukum,  pekerjaan  Penjual  Minuman  Ringan,  tempat

kediaman di -,  Kabupaten Keerom, Provinsi  Papua,  email:

-@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Nimboran, 09 Juli 1996, umur

27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Pegawai  Kedai, tempat  kediaman  di  -,  Distrik  Nimboran,

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;  

Setelah mendengar keterangan Penggugat; 

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;  

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024

yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Arso  pada  hari  itu  juga
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dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan

hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah

menikah pada Rabu, 01 Juli 2020 M bertepatan dengan 11 Zulqaidah 1441

H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan

Akta Nikah Nomor -, tanggal 01 Juli 2020; 

2. Bahwa setelah menikah  Penggugat dan  Tergugat bertempat tinggal di

kediaman bersama yang beralamat di Jalan -, Distrik Sentani, Kabupaten

Jayapura,  Provinsi  Papua  selama  kurang  lebih  1  tahun,  selanjutnya

Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Tergugat  yang

beralamat di -, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 1

tahun dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir; 

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai anak; 

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak pertengahan 2020  yang disebabkan; 

4.1.  Tergugat  malas  bekerja  sehingga  tidak  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat secara rutin;

4.2.  Tergugat  memiliki  sifat  temperamen  yakni  Tergugat  sering  marah

kepada  Penggugat  tanpa  alasan  yang  jelas  dan  sering  meminta

bercerai ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat

4.3.  Antara  Penggugat  dan  Tergugat  merasa  sudah  tidak  memiliki

kecocokan satu sama lain dan niat untuk melanjutkan perkawinan;

5. Bahwa Penggugat  sudah berusaha bersabar  terhadap sikap dan sifat

Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau berubah

6. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat terjadi pada September 2022 dimana Penggugat meminta kepada

Tergugat  untuk  tinggal  di  kediaman  sendiri  namun  Tergugat  tetap  pada

pendiriannya  untuk  tetap  tinggal  di  rumah  orang  tua  Tergugat  sehingga

Penggugat memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan perkawinan dan

setelah kejadian tersebut Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat
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sebagaimana alamat di  atas dan sejak saat  itu  Penggugat  dan Tergugat

sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri hingga sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk

menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut,  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat sudah  tidak  dapat  lagi  dibina  dengan  baik,  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi.  Karenanya,  agar  masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

perceraian  menjadi  alternatif  terakhir  untuk  menyelesaikan permasalahan

antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku karena Penggugat  adalah warga negara

tidak mampu secara ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan

Tidak  Mampu  oleh  Pemerintah  Kampung  Wonorejo  dengan  Nomor

038/WNR/SK-TM/I/2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua

Pengadilan Agama Arso  cq Majelis  Hakim  segera memeriksa dan mengadili

perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  Ba’in  Shugra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Jika  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berpendapat  lain,

Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan
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(relaas)  Nomor  19/Pdt.G/2024/PA.Ars.  Tanggal  22  Februari  2024  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  bukan

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  pengadilan  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan

tetap  mempertahankan  perkawinannya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  upaya

tersebut tidak berhasil;

Bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke

persidangan meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka upaya

mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak

memberikan  jawaban  karena  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor -,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten

Keerom,  tanggal  01 Juli  2020, alat bukti  tersebut telah diperiksa, bermaterai

cukup,  telah  di-nachtzegelen,  serta  telah dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P);

B. Saksi

1. Saksi  I  Penggugat, Umur  45  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  -,  Kabupaten

Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut : 
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

Bahwa saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah ibu kandung Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2020 di  Arso;



Bahwa  selama  ikatan  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat   telah

berhubungan suami istri namun belum memiliki anak;



Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  -,  Distrik

Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 1

tahun, lalu pindah di -, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Papua  selama  kurang  lebih  1  tahun  dan  menjadi  tempat  kediaman

bersama terakhir;



Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, tetapi 2 minggu setelah pernikahan atau sejak akhir bulan

Juli  2022  mulai  tidak  harmonis  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;



Bahwa  setahu  saksi  penyebabnya  karena  Tergugat  malas  bekerja

sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga

memiliki sifat temperamen dan sering marah kepada Penggugat tanpa

alasan yang jelas;



Bahwa  saksi  sering  melihat  sendiri  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat, bahkan Tergugat sampai melempar HP Penggugat ke tembok

hingga pecah hanya karena ingin meminjam HP;
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

Bahwa setahu  saksi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

tempat  tinggal  sejak  bulan  September  2022,  Penggugat  pergi

meninggalkan  rumah  bersama  hingga  sekarang  karena  tidak  tahan

dengan sikap Tergugat; 



Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup

rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Cleaning  servis  Hotel  Triton  Jayapura,  bertempat  tinggal  -,

Kabupaten  Keerom,  di  bawah  sumpahnya  saksi  tersebut  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 



Bahwa saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah adik kandung Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2020 di  Arso;



Bahwa  selama  ikatan  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat   telah

berhubungan suami istri namun belum memiliki anak;



Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  -,  Distrik

Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 1

tahun, lalu pindah di -, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Papua  selama  kurang  lebih  1  tahun  dan  menjadi  tempat  kediaman

bersama terakhir;



Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, tetapi 2 minggu setelah pernikahan atau sejak akhir bulan
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Juli  2022  mulai  tidak  harmonis  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;



Bahwa  setahu  saksi  penyebabnya  karena  Tergugat  malas  bekerja

sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga

memiliki sifat temperamen dan sering marah kepada Penggugat tanpa

alasan yang jelas;



Bahwa  saksi  sering  melihat  sendiri  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat, bahkan Tergugat sampai melempar HP Penggugat ke tembok

hingga pecah hanya karena ingin meminjam HP;



Bahwa setahu  saksi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

tempat  tinggal  sejak  bulan  September  2022,  Penggugat  pergi

meninggalkan  rumah  bersama  hingga  sekarang  karena  tidak  tahan

dengan sikap Tergugat; 



Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup

rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti  lain yang

dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa  kemudian  Penggugat  mengajukan  kesimpulan,  yang  pada

pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya  untuk bercerai dengan Tergugat

dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuklah

hal-hal  sebagaimana  tercatat  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan Gugatan  Penggugat  adalah

sebagai mana tersebut di atas;
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Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  bukan

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut dapat diperiksa secara verstek,  vide Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan

menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa oleh  karena Tergugat  tidak  hadir,  maka mediasi

sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  1  Tahun

2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat dengan alasan  rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran sejak bulan akhir Juli 2022 disebabkan Tergugat

malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara

rutin,  Tergugat  juga memiliki  sifat  temperamen yakni  Tergugat  sering  marah

kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering meminta bercerai ketika

terjadi perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang,  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  tidak

diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek,

dimana  Tergugat  dapat  dianggap  mengakui  atau setidak-tidaknya  tidak

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir

di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian
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dengan  alasan  sering  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  serta  untuk  membuktikan  kebenaran  alasan

perceraian  yang diajukan tersebut  maka Penggugat  tetap  dibebankan untuk

membuktikan  alasan  perceraian  yang  diajukannya,  hal  demikian  demi

mendapatkan kebenaran yang lebih  meyakinkan mengenai  perselisihan dan

pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran,

dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P diajukan Penggugat, halmana

alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari  suatu akta otentik,  alat bukti

tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-nachtzegelen,  serta telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P

tersebut  telah memenuhi  persyaratan formil.  Kemudian alat  bukti  P tersebut

memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat

bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  dan  sempurna

sebagaimana  ketentuan  Pasal  285  R.Bg  juncto  pasal  1870  KUHPerdata,

dengan  demikian  alat  bukti  P  tersebut  juga  telah  memenuhi  syarat  materil.

Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima

dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum

bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam  ikatan  tali

perkawinan yang sah yakni  menikah pada tanggal,  sesuai  dengan ketetuan

Pasal  2  Undang Undang Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan  juncto.

Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  harus  dinyatakan  Penggugat  dan

Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara

ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi

dalam  persidangan  yang  di  bawah  sumpahnya  menerangkan  sebagaimana

yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;  
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Menimbang,  bahwa saksi  Triyanto  bin  Sukirno  dan Puji  Lestari  binti

Suyamin yang dihadirkan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan

Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di

depan  sidang  serta  diperiksa  keterangannya  secara  terpisah  sehingga

memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara

khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas

setelah  dipilah  yang  merupakan  keterangan  yang  diperolehnya  ataupun

dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata

keterangan  saksi-saksi  tersebut  bersesuaian  maka  keterangan  saksi-saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat

membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  -,

Distrik  Sentani,  Kabupaten Jayapura,  Provinsi  Papua selama kurang

lebih 1 tahun,  selanjutnya Penggugat  dan Tergugat  tinggal  di  rumah

orang tua Tergugat yang beralamat di -, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Papua  selama  kurang  lebih  1  tahun  dan  menjadi  tempat  kediaman

bersama terakhir;

- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat  telah

berhubungan suami istri namun belum memiliki anak;

- Bahwa  awalnya  rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  rukun,

tetapi  sejak akhir Juli 2022 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat

malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

secara rutin, Tergugat juga memiliki  sifat temperamen yakni Tergugat

sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering

meminta bercerai ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
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- Bahwa  sejak  bulan  September  2022  hingga  sekarang  antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak

saling memperdulikan satu sama lain;

- Bahwa  pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  Penggugat  yang  dihubungkan

dengan bukti-bukti  yang diajukan Penggugat,  maka dapat  disimpulkan fakta

hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

menikah tanggal 1 Juli 2020;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di

-,  Distrik  Sentani,  Kabupaten Jayapura,  Provinsi  Papua selama kurang

lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat yang beralamat di  -,  Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

selama  kurang  lebih  1  tahun  dan  menjadi  tempat  kediaman  bersama

terakhir;

- Bahwa  dari  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat tersebut,  telah

berhubungan suami namun belum memiliki anak;

- Bahwa  awalnya rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat  rukun,  tetapi

sejak akhir Juli 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  malas  bekerja  sehingga  tidak

memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  secara  rutin,  Tergugat  juga

memiliki  sifat  temperamen  yakni  Tergugat  sering  marah  kepada

Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering meminta bercerai ketika

terjadi perselisihan dengan Penggugat;

- Bahwa puncaknya sejak September 2022 hingga sekarang, Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi memperdulikan satu

sama lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh

pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar

Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa Pasal  39  Undang-undang Nomor  1  Tahun 1974

tentang  perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan  suatu  perceraian

harus  ada  cukup  alasan  dimana  suami  istri  tidak  akan  dapat  hidup  rukun

sebagai  suami  istri  setelah  pengadilan  berusaha dan  tidak  berhasil

mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Selanjutnya  dalam  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum  lslam  (KHl)  menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu  yaitu

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami  istri  dan

tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  terjadinya  perceraian  yaitu

pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri

sudah tidak ada harapan untuk kembali  rukun, dan  ketiga,  pengadilan telah

berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

terdapat  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  malas

bekerja  sehingga tidak  memberikan nafkah kepada Penggugat  secara  rutin,

Tergugat juga memiliki sifat temperamen yakni Tergugat sering marah kepada

Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering meminta bercerai ketika terjadi

perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  akibat  dari  perselisihan  tersebut  di  atas  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sejak  September  tahun  2022  telah  pisah  tempat

tinggal  dan hingga saat ini  tidak pernah lagi   hidup bersama, sejak itu pula

komunikasi  antara  Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  terjalin  lagi  dengan

baik  serta  tidak  menjalankan  kewajiban  layaknya  suami  istri.  Pisah  tempat

tinggalnya  Penggugat  dan  Tergugat  Hakim  menilai  hal  tersebut  merupakan

salah satu dari bentuk pertengkaran; 
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Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak akhir

Juli  tahun  2022  dan  tidak  dapat  didamaikan  diantara  keduanya  hingga

sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

dapat melaksanakan  kewajiban  suami  istri  dan  sudah  tidak  saling

berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan

Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil,  kondisi  demikian  telah  jelas

menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi

untuk kembali rukun. 

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  dengan  menasehati  Pemohon  dipersidangan  agar

tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Termohon  namun  upaya

tersebut tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  Hakim

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam  rumah  tangga,  sehingga  harapan  untuk  mewujudkan  tujuan  rumah

tangga  yang  bahagia,  sakinah,  mawaddah warahmah,  sebagaimana  yang

dikehendaki  oleh Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat

yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (broken

marriage); 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa

perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah

Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan

kedua  belah  pihak.  Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan

bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
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Hukum  Islam,  yaitu  antara  suami  istri  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi

dalam rumah tangga. Oleh karena itu,  gugatan Penggguat dapat dikabulkan

secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas  maka  petitum  angka  2  (dua)  dalam  surat  gugatan  Penggugat  patut

dikabulkan yaitu jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  mengajukan  perkara

melalui  instrument  hukum  berperkara  secara  prodeo  berdasarkan  Surat

Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Arso,  tentang  Penetapan  Layanan

Pembebasan Biaya Perkara Nomor 205/WKPA.W25-A10/Hk.05/II/2024 tanggal

20 Februari  2024  dan Surat  Keputusan Sekretaris  selaku Kuasa Pengguna

Anggaran  Pengadilan  Agama  Arso  Nomor  206/SEK.W25-A10/Hk.05/II/2024

tanggal 20 Februari 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat,  ketentuan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi

dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu  ba'in sughra Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  negara  melalui

DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2024 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  25  Sya’ban  1445  Hijriyah  oleh  Nasrudin  Romli,
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S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019,

Tanggal  17  Juni  2019,  Perihal  Dispensasi/Izin  Bersidang  dengan  Hakim

Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh  Hakim tersebut dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera

Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Sidang,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya : 

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp-

b. Panggilan : Rp-

c. Redaksi : Rp-

d. Pemberitahuan : Rp-
2. Biaya Proses : Rp-
3. Panggilan : Rp-
4. Pemberitahuan Putusan : Rp-
: Rp-

Jumlah : Rp-
                      (-)

Arso,  Desember 2022

Untuk salinan

Panitera
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